
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR 72 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TLHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang a batwa untuk melaksanakan etentuan Pasal 40 ayat (3) 
Peraturan Derah Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Organisasi den Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu untuk 
membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Jepara; 

b. batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirmaksud 
huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pad Lembaga 
Tekxnis Daerah Kabupaten Jepara 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalamn 
Lingungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomr 53, Tambahan Lemnbaran Negara Republik 
Indonesia Nomnor 4389) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republikx Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 



Menetapk.an 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 te ng 
Perimbangan Keuangan antara Pererintah Pusat da 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia 
Tahun 2004 Nomnor 126, Tambahan Lmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Peerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pererintahan Antara Pererintah, 
Pemeintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lemnbaran Negara Republk Indonesia 
Tahun 2007, Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737) 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Presiden Nomor f Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Perryebartuasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

o Peraran Daer"en eoara vomo 3 1non 2008 
tentang Urusan Pemenintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemenintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2). 

10.Peraturan Deerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Taun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Deaerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2010 Nornor 18, Tambahan Lemnbaran 
Derah Kabupaten Jepara Nomor 1 8 ) ;  

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalamn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 
3. Bupati adalah Bupati Jepara 



4. Lembaga Telnis Daerah adalah unsur pendulung tuagas Bupat berbentu 

Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Salt 
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UP'T adalah unit pelaisana 

telnis yang berada pada Lemnbaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan 

BAB l 

PEMBENT UKAN 

Bagian Pertama 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

UT pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah (pT penelitian 

dan Pengembangan 

Bagian Kedua 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Pasal 

UPT pad Badan Kepegawaian Daerah adalah UPT Pendidikan dan Pelatihan 

Bagian Ketiga 

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

Pasal 4 

UPT pada Badan Pemberdayaan Perernpuan dan Keluarga Berencana terdiri 

dand 

NO UPTBPPKB WILAYAH KER.JA 

f UPT KB WllAYAH I 
KECAMATAN DONOROJO, KELING DAN 
KEMBANG 

2 UPT KB WILAYAH IE 
KECAMATAN BANGSRI, ML ONGGO DAN 
PAKIS AJI 

3 UPT KB WllAYAH Ill 
KECAMATAN JEPARA, KARIMUN,JAWA 
DAN BATEALIT 

4 UPT KB WILAYAH IN KECAMATAN TAHUNAN DAN KEDUNG 

5 UPT KB WILAYAH V 
KECAMATAN PECANGAAN, 
KALINYAMATAN DAN WElAHAN 

• 
UPT KB WILAYAH VI KECAMATAN MAYONG DAN NALUMSARI 



Bag n Ke  moat 

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal 5 

UPT pada Badan Ling#ungan Hidup adaleh UPT Laboratorium Lingiungan 

BAB I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

Susunan Organisasi UPT Lembaga Teknis Daerah terdini dari: 
a Kepala 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional 

BABIV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Tugas dan Fungsi uPT 

Pasal 7 

(1) uPT menyelenggarakan tugas kegiatan tekis operasional yang secara 
langsung berhubungan dengan masyaralat dan kegiatan tekis penunjang 
yang mendulung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

(2) Untuk menyelenggaralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
UPT mempunyai fungs 
a penyelenggaraan kegiatan administrsi UPT; 
b pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan egiatan UPT; 
c. penyiapan bahan dan penyusunan laporan Kegiatan UPT; 
d pengurpulan, peryusunan dan penganalisaan data kebutuhan UpT_ 
e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta baha-bahan yang 

berhubungan dengan kegiatan UPT; 
f. pelalsanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 

Kepale UPT 

Pasal 8 

Kepale UPT mempunyai tugas merimpin dan bertanggungiawab atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sebagairana dimaksud dalamn Pasal 7 



Sub Bagian Tata Usaha UPT 

Pasal 9 

(1) Sub Bagian Tata Usaha UT mnemnpunyai tugas melaksanakan urusan surat 
menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, periengiapan, rurah tangga, 
kepegawaian, keuangan, pereliharaan, penyusunan pr0gram, evaluasi dan 
Laporan UPT; 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungiawab kepada Kepal UPT 

Pasal 10 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9, Sub 
Bagian Tata Usaha UPT mempuryai fungsi 
a penyelenggaraan urusan urum dan epegawaian, keuangan, perencanaan 

dan pel@poran; 
b. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan; 
c pengelolaan adminstrasi dan pembinaan pegawai, 
d. pengelolaan keuangan yang meliputi menyiaplan bahan rencana an9garan 

belanja kantor, pernbukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan; 
e. pengelolaan administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, 

perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor 
f penyiapan rencanal program kegiatan; 
g pelaksanaan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas, 
h pengolahan dan penyajian konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

kepada pimpinan, 
l penyajian konsep laporan linerja dan euangan epada pimpinan, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan penataan dan penyimpanan arsip dan 
dokurentasi sesuai dengan bidang tugasnya, 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas 
dan fungsinya 

BAB V 

TATA KER.JA 

Pasal 11 

(1). Kepala uPT dalamn melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bedaku dan melaksanakan ebijakan 
teknis yang diberikan oleh Kepala Badan yang bersangkutan 

(2). Dalamn melaksanalan tugasnya setiap Kepala UP'T mnenerapkan prinsip 
oordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup masing-masing dan 
antar satuan organisasi sesuai bidang tugasnya 

(3). Kepale UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambit langkah­ 
langiah kebiasanaan apabila terjadi tindakan penyimpangan 

(4). Dalamn melaksanakan tugas setiap Kepala UPT mengikuti dan meratuti 
petuniuk atasan dan mengadakan rapat berkala serta menyiapk.an laporan 
berkala dan melakutan bimnbingan kepada bawahan 



• 

6 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Hal-hal lain yang belurm diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis 
pelaksanaanrya diatur kernudian dengan Keputusan Bupati 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang rengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Bupati ini dengan penerpatannya dalamn Benita Daerah Kabuaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 23 O«en8& yo 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 3a ere6e to 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

IH. 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR CS 



• 

6 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Hal-hal lain yang belurm diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis 
pelaksanaanrya diatur kernudian dengan Keputusan Bupati 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang rengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Bupati ini dengan penerpatannya dalamn Benita Daerah Kabuaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 23 O«en8& yo 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 3a ere6e to 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

IH. 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR CS 


